SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

YANG BERSUMBER DARI PEMUATAN KAYU BUDI DAYA

Menimbang :

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

.bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu wujud

nyata dari partisipasi masyarakat dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;

.bahwa dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga agar dapat

memberikan kontribusi yang besar kepada Daerah, dan
sekaligus memberikan kepastian pelaksanaannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tentang Sumbangan Pihak Ketiga Yang Bersumber Dari
Pemuatan Kayu Budi Daya.

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);



6.

10.

11.

12.

13.

Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
YANG BERSUMBER DARI PEMUATAN KAYU BUDI DAYA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pulau Morotai.

6. Dinas Lingkungan Hidup dalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau
Morotai.

7. Pihak Ketiga adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha kayu budi daya
yang ada diwilayah kabupaten Pulau Morotai.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan naman dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,
Dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga bentuk lainnya
termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

11. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi
pengelolaan pendapatan daerah dan atau keuangan daerah.

12. Penerimaan lain-lain adalah seluruh pendapatan daerah diluar pajak daerah
dan retribusi daerah.

13. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang diberi wewenang bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal
Menerima sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang dan selanjutnya
menyetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.



Pasal 3

Pertanggungjawaban penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari
pungutan kayu budi daya dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengendalian atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Yang
Bersumber dari Pemuatan Kayu Budi Daya secara teknis fungsional
dilaksanakan oleh BPKAD.

(2) Pembinaan dan pengendalian administrasi pengelolaan atas penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga Yang Bersumber dari Pemuatan Kayu Budi Daya
secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau
Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 20

Satinan sesuai dengan aslinya
Pt KEPALABAGIAN HUKUM DAN HAM,

Y\

SULAINAN BASRI, SH 4
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